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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Satgas COVID-19, 2020) 

dibawah kementrian kesehatan melaporkan pada website resmi covid19.go.id bahwa 

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menetapkan status 

COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 maret 2020.  Pandemi COVID-19 

yang berasal dari coronavirus tersebut juga telah menjangkit Indonesia. Tragedi 

kemanusiaan dari pandemi COVID-19 tampaknya akan masif. Hilangnya nyawa, sakit, 

imbas kemanusiaan, dan kerusakan ekonomi dari pandemi COVID-19 tampaknya lebih 

dari bencana biasa (Schenker, 2020 : 171). Berdasarkan analisis Satgas COVID-19 pada 

tanggal 12 Januari 2021. Tercatat 123.636 jiwa kasus positif. Dari kasus tersebut total 

sembuh mencapai 688.739 jiwa dan kasus meninggal sebesar 24.334 jiwa. Sumatera 

Selatan menyumbang 1.9% dari jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 

16.193 jiwa. Dampak pandemic Covid-19 mengakibatkan terhambatnya sistem 

ikeuangan akibat penurunan beragam kegiatan perekonomian di Indonesia, turunya 

pendapatan negara, dan kenaikan belanja negara serta pembiayaan, oleh karena itu 

dibutuhkan beragam usaha pemerintah untuk memperbaiki perekonomian nasional dan 

perbaikan kesehatan, yakni dengan menitikberatkan bagi belanja untuk kesehatan, 

jaringan pengaman sosial (social safety net), dan penyembuhan perekonomian dalam  

aktivitas usaha dan masyarakat terdampak Covid-19. 

Selain terganggunya sistem ekonomi nasional dan keseimbangan sistem keuangan 

negara, COVID-19 juga mempengaruhi pelaksanaani APBD. Oleh karena hal tersebut 

pemerintah sudah membuat beragam kebijakan dan tindakan-tindakan kepada 
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pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, diawali dengan 

refosusing kegiatan, realokasi anggaran, penggunaan belanja tak terduga, penyesuaian 

pendapatan daerah hingga rasionalisasi belanja. Junaidi dkk (2020:150) arahan 

mengenai refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk pertama kali dituliskan 

pada kepustakaan peraturan perundang-undangan dapat dibaca pada Instruksi Presiden 

RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, 

Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan COVID-19. Fokus dari Inpres Nomor 4 tahun 2020 menitikberatkan pada 

usaha realokasi anggaran yang sebelumnya dianggarkan untuk selain penanganan 

COVID-19 yang sekarang di gantikan untuk mempercepat penanganan COVID-19.  

Secara esensi jika ditinjau dengan konsep kepentingan masyarakat refocusing 

anggaran menjadi suatu hal yang keharusan. Refocusing adalah tindakan menunda atau 

membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam 

koridor prioritas sedangkan realokasi diartikan sebagai perubahan alokasi anggaran. 

Dalam hal ini prioritas terpenting adalah mengutamakan penggunaan alokasi anggaran 

yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19 di 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan 

penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Silahi dan Ginting 

(dalam Junaidi dkk, 2020:151) mengatakan bahwa : 

Presideni Republiki iIndonesia, iJoko iWidodo, imemfokuskan iInpres iNo.4 

Tahuni 2020, iyang imemberikan iarahan, iseluruh 

Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota iuntuk imempercepat irefocusing 

kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. 

Pemerintahi harusi membuat i skalai iprioritas idengan imengurutkan ianggaran 

belanjai berdasarkani tiingkat iurgensinya. iPemerintah idapat imelakukan 

refocusing ipada ianggaran iterutama iuntuk ibidang ikesehatan idan isosial.  
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Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta 

monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana 

penanganan pandemi dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19. 

Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya 

pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan 

sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan COVID-19 yaitu biaya perjalanan dinas, 

biaya belanja modal. 

Refocusing dan realokasi anggaran menyebabkan terjadinya perubahan anggaran. 

Konsekuensi yang harus di lakukan dan dihadapi dari sebuah perubahan anggaran 

adalah peneyesuaian ulang atau penganggaran ulang. Perubahan atau revisi terhadap 

anggaran yang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan fenomena yang biasa 

dilakukan dalam penganggaran publik atau pemerintahan termasuk di Indonesia (Junita, 

2015:366). Penganggaran suatu negara dipengaruhi oleh sistem anggaran yang 

digunakan. Indonesia menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja yaitu suatu sistem 

penganggaran yang menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk 

mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan program dan kegiatan pembagunan. Di 

Indonesia, penyusunan anggaran dan perubahannya diatur dalam peraturan perundang-

undangan terkait keuangan negara dan daerah.  

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah 

menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. UU 

Nomor 17 tahun 2003, menjelaskan tentang perubahan sistem anggaran dari sistem 

anggaran tradisional (tradisional budget system) menjadi sistem anggaran berbasis 

kinerja (performance based budgeting).  Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam 

upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis 

kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam 
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penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Shah dan Shen 

(2007:43), yaitu suatu sistem penganggaran yang menyajikan tujuan dan sasaran untuk 

apa dana dibutuhkan, biaya dari program yang diusulkan dan kegiatan yang terkait 

untuk mencapai tujuan tersebut, serta output yang dihasilkan atau jasa yang diberikan 

pada setiap program. 

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara didalamnya juga mengatur proses 

penganggaran daerah. Dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka 

penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana 

Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. 

Dituliskan dalam pemikiran umum UU 17 tahun 2003 bahwa anggaran berbasis kinerja 

adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang 

akan dicapai. Salah satu wujud reformasi sistem penganggaran (budgeting reform) 

adalah penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Sistem ini 

sudah menjadi tren perkembangan di banyak negara sejalan dengan budaya manajemen 

publik baru (Bambang Sancoko dkk,2008:45). 

Anggarani berbasisi kinerjai adalahi anggarani yangi imemfokuskan ipada pencapaian i 

ikerja iatau ihasil. Menurut Bastian (2006: 171) ianggaran iberbasis ikinerja iadalah sistemi 

ipenganggaran iyang iberorientasi ipada ioutput iorganisasi iyang iberkaitan idengan ivisi idan 

imisi idan iperencanaan istrategis iorganisasi. Sistem penganggaran ini memiliki kaitan 

langsung antara output dengan outcome yang akan diraih dengan fokus terhadap 

efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Sulistio, 2010:23). 

Dalam hal ini visi organisasi sangat diperlukan dalam menunjang konsep besar 

perubahan penyusunan anggaran, untuk itu program serta kegiatan haruslah memuat 

sasaran dan indikator yang akan mendukung terwujudnya visi dari suatu organisasi 
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publik yang telah ditetapkan. Hager dkk Menambahkan (dalam Hermawan, 2011: 2) 

aspek yang sukar dalam penganggaran berbasis kinerja adalah mengambarkan target 

kinerja yang diukur secara handal dan teratur. Perubahan anggaran yang terjadi 

menyebabkan organisasi publik dituntut untuk menganggarkan kembali anggaran yang 

udah ditetapkan sebelumnya, sehinggga SKPD harus membuat RKAP-SKPD (Rencana 

Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pada dasarnya 

perubahan anggaran memanglah bijak untuk terjadi di  masa pandemi COVID-19 pada 

saat ini. Anggaran yang disetujui, bagaimanapun, seringkali perlu direvisi selama tahun 

fiskal untuk memasukkan prioritas yang berubah dan menghadapi kejadian yang tidak 

terduga Wildavsky dalam (Foresster dan Mullins, 1992:468).  

Untuk itu sesuai Instrksi Presiden Republik Indonesia agar menjadikan percepatan 

penanganan COVID-19 sebagai prioritas utama maka diperlukannya perubahan 

anggaran. Perubahan anggaran adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan 

tujuan perecepatan penanganan virus COVID-19 yang telah menciptakan 

ketidakstabilan ekonomi, defisit anggaran dan hilangnya nyawa masyarakat. Namun 

dibalik semua kekacawan yang terjadi, harapan untuk masa depan dan optimisme di 

tengah pandemi harus terus ada, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah 

dengan melakukan perencanaan keuangan di tengah penggurangan anggaran yang 

terjadi, salah satu upaya yang bisa di lakukan adalah penganggaran ulang. Menurut 

Wildavsky dan Axelrod (dalam Junita, 2015:67) mengatakan bahwa Penganggaran dan 

Penganggaran ulang (rebudgeting), adalah dua hal yang saling berhubungan. 

Pemahaman yang detail tentang anggaran mensyaratkan bahwa terjadi pergeseran fokus 

terhadap pendanaan misalnya, tambahan dan kekurangan anggaran, dan revisi lain yang 

mungkin terjadi sebagai upaya dalam menghadapi keadaan kritis. 
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Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan melakukan perubahan anggaran 

sesuai dengan intruksi presiden No. 4 Tahun 2020 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor : 900/0840/BPKAD/2020 tentang efisiensi belanja langsung dalam rangka 

percepatan penanganan Corona Virus (COVID-19) serta Surat Menteri Keuangan RI 

Nomor : S-247/MK.07/2020 tentang penghentian proses pengadaan kegiatan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020. Perubahan Anggaran  Belanja Langsung Dinas 

Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 dapat dilihat melalui lampiran 2. 

Sebagaimana di lampiran 2 terjadi pengurangan anggaran sebesar 56%. Jumlah 

keseluruhan anggaran belanja langsung dinas semula berjumlah Rp. 9.396.322.702,00 

hingga berubah menjadi Rp. 4.059.073.700,00. Akibatnya terjadi banyak pengurangan 

kegiatan dari 30 program yang terlampir. Dengan adanya perubahan anggaran belanja 

langsung mengharuskan Dinas Perkebunan provinsi sumatera selatan sebagai pihak 

eksekutif untuk melakukaan penganggaran ulang (Rebudgeting) atau revisi anggaran 

dengan melakukan penyesuaian atas perubahan anggaran yang terjadi. Dinas 

Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan terhitung telah dua kali melakukan 

penganggaran ulang yakni pada bulan maret dan bulan juli tahun 2020.  

Sebagaimana dalam lampiran 2 Dinas Perkebunan Provinsi sumsel memiliki 11 

program dalam anggaran belanja langsung yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD) dan semua anggaran belanja program mengalami 

penguranggan anggaran akibat pandemi COVID-19. Untuk membantu pencapaian visi 

dan misi dinas perkebunan provinsi sumatera selatan memiliki 6 program satu 

diantaranya adalah program pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan/P2HP. 

Rincian perubahan anggaran belanja program pengolahan dan pemasaran hasil 

perkebunan dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 



7 

 

 

Tabel  1 Perubahan Anggaran Belanja Program pengolahan dan pemasaran hasil 

perkebunan/P2HP 

 

Kode 

Prog/Keg 

Uraian Lokasi 

Kegiata

n 

Target 

Kinerja 

Plafon Anggaran (Rp) 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

30  Program 

Pengolahan 

dan 

Pemasaran 

Hasil 

Perkebunan 

 

 

 

Muara 

Enim, 

Lahat, 

Pali, 

OKU, 

MUBA 

dan 

OKU 

Timur, 

Ogan 

Ilir 

6,1 % 2.100.000.000,00 1.351.473.100,00 

 6 Pembinaan 

Unit 

Pengolahan 

dan 

Pemasaran 

Hasil 

Perkebunan 

6 UPPB 1.800.000.000,00 1.105.301.000,00 

 15 Alat 

Pembuatan 

Gula Aren 

1 Paket 300.000.000,00 246.172.100,00 

    Sumber : Formulir RKAP-SKPD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2020,2020 

 

Tabel 1 menunjukan terjadi perubahan anggaran belanja program pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perkebunan semula berjumlah Rp. 2.100.000.000,00 berkurang 

menjadi Rp. 1.351.473.100,00. Pengurangan ini terjadi sebagai akibat dari perubahan 

anggaran belanja langsung dinas perkebunan provinsi sumatera selatan tahun 2020 

sebagaimana yang terlampir pada lampiran 2. Program ini memiliki fungsi yang sangat 

penting diantaranya fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan pengembangan alat 

mesin pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, serta perencanaan kegiatan 

promosi dan pemasaran produk perkebunan. Diharapkan adanya program ini salah satu 

visi dan misi dinas perkebunan yakni untuk mewujudkan hasil perkebunan sumsel dapat 

bersaing dengan produksi negara penghasil perkebunan, memfasilitasi penyediaan 
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bahan baku industri yang berdaya saing global serta meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat.  

COVID-19 telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi sehigga terjadi banyak 

penurunan hasil komoditi perkebunan begitu pula dengan pemasarannya yang 

berimplikasi juga pada penurunan pendapatan pekebun. Hal ini menjadi perhatian bagi 

dinas perkebunan untuk mampu menghadapi perubahan yang terjadi dan sekaligus tetap 

menjalankan program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Perubahan 

anggaran yang difokuskan dalam penelitian ini adalah perubahan anggaran belanja yang 

dilakukan oleh pemerintah karena merupakan perubahan yang paling penting dalam 

penganggaran di sektor publik. Penelitian tentang penganggaran berbasis kinerja di 

sektor publik mayoritas berfokus pada proses penganggaran tahunan sedangkan proses 

penganggaran berbasis kinerja dalam tahun berjalan (keadaan darurat) adalah kegiatan 

memodifikasi atau mengubah anggaran sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan 

tetapi potensi dampaknya akan lebih besar pada pengalokasian sumber daya yang ada.  

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas terdapat pengurangan anggaran 

belanja langsung pada APBD T.A 2020 di dinas perkebunan provinsi Sumsel pada masa 

pandemi covid-19 sehingga terjadi perubahan anggaran belanja pada program 

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (P2HP). Hal ini mengharuskan 

dilakukannya dua kali penganggaran ulang saat tahun anggaran berjalan (keadaan 

darurat) menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan pada program P2HP yang mengalami 

perubahan dalam volume kerjanya untuk itu perlu diteliti penerapan prinsip-prinsip 

penganggaran berbasis kinerja dalam perubahan anggaran belanja program pengolahan 

dan pemasaran hasil perkebunan pada masa pandemi COVID-19 di dinas perkebunan 

provinsi sumatera selatan tahun 2020.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini 

adalah Bagaimana penerapan Prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam 

Perubahan Anggaran Belanja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan 

Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penerapan prinsip-

prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam Perubahan Anggaran Belanja Program 

Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas 

Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu 

mengenai keuangan negara khususnya tentang penerapan prinsip-prinsip 

penganggaran berbasis kinerja dalam perubahan anggaran belanja pada masa 

pandemi COVID-19. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai 

konsep-konsep tentang proses praktik penerapan prinsip-prinsip penganggaran 

berbasis kinerja pada perubahan anggaran belanja sehingga dapat dijadikan 

sumbagan pemikiran kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan agar 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses penganggaran. 
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